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KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya Laporan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2021 dapat kami
selesaikan tepat waktu.

Penyusunan Perjanjian Kinerja ini sebagaimana amanat Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja , Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

Laporan ini mengungkap seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang
dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wajo dalam kurun waktu setahun yakni Tahun 2021. Penyusunan
Laporan Perjanjian Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dan
sekaligus bahan evaluasi terhadap Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Wajo dalam melaksanakan Visi dan
Misinya selama setahun.

Dengan tersusunnya Perjanjian Kinerja (PK) ini, kami menyampaikan terima
kasih kepada semua pihak khususnya Pejabat dan staf yang telah bekerja
secara maksimal mendukung dalam pelaksanaan penyusunan perjanjian kinerja
(PK) Tahun 2021 ini. Perjanjian Kinerja nantinya dipakai sebagai pedoman
dalam pelaksanaan suatu kegiatan serta sebagai pengukuran kinerja /

keberhasilan atau kegagalan didalam penacapaian kinerja.

Sengkang, 2021
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wajo,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
NIP. 19651128 199002 1 001
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mana Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan
data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi
Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi
pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi salah satunya adalah perjanjian kinerja,
serta Pasal 9 ayat (2) menyebutkan perjanjian kinerja disusun dengan mencantumkan
indikator kinerja dan target kinerja, sedangkan pada ayat (3) menyebutkan bahwa
indikator kinerja memenuhi kriteria spesifik (Specific), dapat terukur (measurable),
dapat dicapai (attainable), berjangka waktu tertentu (tie bound) dan dapat dipantau
atau dikumpulkan (trackable).

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemrintah (SAKIP) dengan Peningkatan
Kinerja DPMPTSP yang lebih baik membutuhkan komitmen yang lebih tinggi dan
terukur dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan Pemerintah Kabupaten Wajo.
Komitmen untuk mencapai sasaran dan target kinerja perlu dirumuskan oleh seluruh
jajaran pimpinan dalam semua Perangkat Daerah serta dijabarkan dalam rencana aksi
kinerja yang implementatif. Rencana aksi kinerja akan menjadi panduan dalam
mewujudkan kinerja dalam tahapan yang jelas beserta dengan penanggungjawab
terkait sehingga target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan
instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebig rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan/dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja. Melalui perjanjian kinerja , terwujudlah komitmen penerima amanah dan
kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, Kinerja
yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun
bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat
kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan
juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya,
sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya,

Sejalan dengan tuntutan tersebut diatas, maka pihak yang diwajibkan menyusun
Perjanjian Kinerja adalah Kementerian/lembaga dan Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota yang meliputi pimpinan tinggi (Gubernur/Bupati/Walikota)

dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD). Olehnya itu, maka Dinas
1



Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo menyusun

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebagai dasar pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada

tahun tersebut. Dimana pada akhir periode tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja ini

dipakai sebagai acuan untuk pengukuran pencapaian target kinerja yang lelah

ditetapkan.

B. Maksud dan Tujuan
» Maksud :

1. Sebagai acuan bagi unit kerja di dalam membuat perjanjian kinerja dan
menyusun rencana aksi implementasinya;

2. Meyakinkan sasaran dan target kinerja DPMPTSP telah ditetapkan
berjenjang dalam perjanjian kinerja pada semua level unit kerja;

3. Meyakinkan bahwa sasaran dan target kinerja telah diikuti dengan
rencana aksi implementasi yang jelas dan terpadu dalam mencapai kinerja

secara periodik.

» Tujuan:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah
untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparasi, dan kinerja
aparatur,;

Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan
sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,
evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima
amanabh;

5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

C.Dasar Hukum

1.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem AKuntabilitas
Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartir Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknisi Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomo 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana



Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021, Nomoor 5);

6. Peraturan Bupati Wajo Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo (Berita Daerah
Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 66);

7. Peraturan Bupati Wajo Nomor 144 Tahun 2021 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wajo
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor
144).

D. Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi

1. Setiap unit kerja wajib menyusun Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Kinerja

sesuai dengan petunjuk dalam lampiran.

2. Waktu penyusunan Perjanjian Kinerja beserata dengan Rencana Aksi Kinerja

paling lambat satu bulan setelah DPA disahkan.

Terjadi pergantian atau mutasi pejabat.

Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan
sasaran ( Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Alokasi

Anggaran).

5. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam

proses pencapaian tujuan dan sasaran.

PENGELOMPOKAN TUGAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 tahun 2019 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo mempunyai fungsi :

a.
b.
C.
d.

e.

untuk tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan;

untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas;

untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas dan fungsi;
untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja; dan

untuk menciptakan pembinaan kepegawai.

Adapun Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo, sebagai berikut :



2.1.1. Kepala Dinas
1. tugas
Membantu Sekda dalam membina, mengoordinasikan, melaksanakan dan
mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan
2. fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis di Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan
Pengembangan Sistem Informasi;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem
Informasi;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Pengembangan lklim Penanaman
Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan
Pengembangan Sistem Informasi; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai kewenangan, tugas dan fungsinya.

3.. tugas Pokok:

a. merumuskan program kerja Pengembangan |klim Penanaman Modal,
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan
Pengembangan Sistem Informasi, berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang - undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan
jalannya pemerintahan;

b. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan dengan
Perangkat Daerah terkait berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membina bawahan dalam hal pelaksanaan program kerja di
Pengembangan |klim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan, dan Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi,
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bidang
tugasnya untuk menghindari kemungkinan adanya kesalahan dalam
pelaksanaan kegiatan;

d. mengarahkan bawahan dalam pelaksanaan program kerja di bidang
Pengembangan |klim Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi,
sesuai bidang tugasnya agar pencapaian tujuan organisasi dapat

tercapai secara maksimal;



menyelenggarakan kebijakan pada bidang Pengembangan Iklim
Penanaman Modal, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, serta
Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem
Informasi;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan, serta Pengendalian dan Pengembangan Sistem
Informasi;

mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai
secara efektif;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan lancar.

2.1.2. Sekretaris

1. tugas :

a.. merencanakan operasional kegiatan di subbagian umum dan
kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan berdasarkan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan;

2. fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di subbagian umum dan kepegawaian,
Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan;

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di subbagian umum
dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan;

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di subbagian umum dan
kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3.. tugas Pokok:

a.

merencanakan operasional kegiatan di subbagian umum dan
kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan berdasarkan
Rencana Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;



b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup kesekertariatan sesuai
dengan peraturan yang berlaku untuk mengurangi tingkat kesalahan
dalam pelaksanaan pekerjaan;

d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat dan
efisien;

e. menyelenggarakan kebijakan di subbagian umum dan kepegawaian,
Perencanaan dan Pelaporan, dan keuangan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku;

f. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan
unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka
kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program di
subbagian umum dan kepegawaian, Perencanaan dan Pelaporan, dan
keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

j. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan lancar.

2.1.2.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
1. Tugas:

a. membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi
tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di Subbagian
Umum dan Kepegawaian berdasarkan Peraturan
Perundang — undangan agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan lancar.

2. Fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis Subbagian Umum dan
Kepegawaian;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian Umum

dan Kepegawaian,;



c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbagian

Umum dan Kepegawaian; dan

d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
2 Tugas Pokok

a. merencanakan kegiatan  Sub  Bagian Umum  dan
Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang - undangan
dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai edoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran
yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal,

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di bidang
kesekertariatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan
dibidang kesekretariatan dengan unit kerja terkait berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

g. mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional sub
bagian umum dan kepegawaian;

h. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip,
kegiatan pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan
dinas, pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian
kendaraan Dinas serta penggunaan kantor;

i. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan
penyiapan rencana kebutuhan pegawai dinas dan bahan usulan
kenaikan pangkat gaji berkala pegawai, penyiapan bahan dan
data pegawai yang akan mengikuti pendidikan pelatihan
kepegawaian, kegiatan persiapan bahan pemberhentian, teguran
pelanggaran disiplin, pensiun dan surat cuti pegawai

dinas mengiventarisasi permasalahan — permasalahan yang



berhubungan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian dan
menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
memantau pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan

pendistribusian, inventarisasian perlengkapan dinas;

. Memantau penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi

penempatan pegawai;

memantau dan mengevaluasi penyiapan bahan dan
rencana kesejahteraan pegawai serta mengatur kehadiran
pegawai;

. memantau pembuatan laporan kepegawaian dan daftar
urutan Kepegawaian (DUK) dan bahan pembuatan DP-3 Setiap

pegawai;

. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Umum

dan Kepegawaian dengan membandingkan antara rencana
yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk

mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai

hasil pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas

dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.2.2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

1.

tugas

a. membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan, membagi
tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di subbagian
Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan
Perundang -undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat
berjalan lancar.

Fungsi

a. Penyusunan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan
Pelaporan;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian
perencanaan dan Pelaporan;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Subbagian

Perencanaan dan Pelaporan; dan



3.

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis Subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

Tugas Pokok

a. merencanakan kegiatan Subbagian Perencanaan dan
Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang - undangan dan
evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran
yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan
optimal,

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di subbagian
Perencanaan dan Pelaporan sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan
di subbagian Perencanaan dan Pelaporan dengan unit
kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

g. mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis
operasional subbagian Perencanaan dan Pelaporan;

h. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam
penyusunan program dinas;

i. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Rencana Strategis
dinas

j. melaksanakan penyusunan rencana kerja tahunan;

k. melaksanakan pengolahan sistem informasi rencana
umum pengadaan;

l. melaksanakan pengolahan system informasi monitoring dan
evaluasi;

m. melakukan penyusunan rencana kerja anggaran pokok dan
rencana kerja anggaran perubahan secara manual/daring

Dinas;



. melakukan penyusunan bahan dokumen pelaksanaan
anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran perubahan
Dinas;

. melaksanakan kegiatan penyusunan laporan kinerja
instansi pemerintah Dinas;

. mengkoordinasikan dan menganalisis bahan Ilaporan
keterangan pertanggung jawaban Dinas;

. melaksanakan  penyusunan laporan  penyelenggaraan
pemerintah daerah Dinas;

. melaksanakan forum OPD;

. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas
dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada  Subbagian
Perencanaan dan Pelaporan dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai
untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas

dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.2.3. Sub Bagian Keuangan

. tugas

a. membantu Sekretaris dalam rangka merencanakan membagi

tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas — tugas di subbagian
Keuangan dan Pelaporan berdasarkan Peraturan Perundang
— undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan

lancar.

2. Fungsi Kepala Sub Bagian Keuangan

a. penyusunan kebijakan teknis Subbagian Keuangan;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Subbagian

keuangan;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di subbagian

Keuangan; dan

d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis Subbagian Keuangan.

3. Tugas Pokok
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. Merencanakan kegiatan Subbagian keuangan berdasarkan
peraturan Perundang - undangan dan evaluasi tahun
sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

.Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran
yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan
optimal,

. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di subbagian
keuangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi;

. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan
di subbagian keuangan dengan unit kerja terkait berdasarkan
peraturan Perundang-undangan,;

. mengoordinasikan  dan menfasilitasi penyusunan Norma,
Standar, Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional
sub bagian keuangan;

. melakukan pengadministrasian penataan keuangan Dinas;

i. menelit, menganalisis, dan menelaah kelengkapan surat

permintaan pembayaran UP, GU, TU, LS, gaji dan tunjangan
PNS dan LS pengadaan barang dan jasa;

j. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran;

. melaksanakan persiapan Surat Perintah Membayar sesuai
dengan SPP yang diajukan;
. melakukan verifikasi harian atas penerimaan dan

pertanggung jawaban keuangan;

m. melakukan pelaporan realisasi keuangan Dinas;

n. melaksanakan penatausahaan dan akuntansi Dinas sesuai

dengan Peraturan Perundang-undangan,;

0. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas

dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

p. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian keuangan

dengan membandingkan antara rencana yang telah
ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui

tingkat keberhasilan tugas;
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g. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

r. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas

dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.3. Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1.tugas

a. membantu Kepala Dinas merencanakan operasional serta
mengoordinasikan kegiatan di seksi perencanaan dan deregulasi
penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman modal
dan pemberdayaan wusaha daerah sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

2.fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di seksi perencanaan dan deregulasi
penanaman modal, promosi dan kerjasam penanaman modal dan
pemberdayaan usaha daerah,;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi
perencanaan dan deregulasi penanaman modal, promosi dan
kerjasama penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi perencanaan dan
deregulasi penanaman modal, promosi dan kerjasama penanaman
modal dan pemberdayaan usaha daerah; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan maupun

tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan operasional kegiatan di bidang pengembangan Iklim
Penanaman Modal berdasarkan Rencana Kerja Dinas berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang — undangan sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup bidang pengembangan
iklim Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Perundang-undang
untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
dengan tugas dan fungsinya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat

dan efisien;
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2.1.3.1.

mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional Pengembangan
iklim Penanaman Modal;

menyelenggarakan kebijakan pada bidang seksi perencanaan dan
deregulasi penanaman modal , promosi dan kerjasama penanaman
modal dan pemberdayaan usaha daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan;

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh
seksi dalam lingkup bidang bidang pengembangan Iklim Penanaman
Modal;

menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
seluruh seksi dalam lingkup bidang pengembangan Iklim penanaman
Modal;

mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat tercapai secara efektif;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya agar

pekerjaan dapat berjalan lancar.

Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman Modal
1. tugas
a. Membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan,
membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Seksi Perencanaan,
kajian dan Deregulasi Penanaman Modal berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan lancar.
2. Fungsi Seksi Perencanaan, Kajian dan Deregulasi Penanaman
Modal
a. penyusunan kebijakan teknis Seksi Perencanaan, kajian dan
Deregulasi Penanaman Modal
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis = Seksi
Perencanaan kajian dan Deregulasi Penanaman Modal;
c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi

Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman Modal; dan
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d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi
Penanaman Modal.

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan kegiatan Seksi Perencanaan, kajian dan
deregulasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran
yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan
optimal,

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan
untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. mengoordinasikan penyusunan NSPK di Seksi Perencanaan,
kajian dan Deregulasi Penanaman Modal sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
Seksi Perencanaan, kajian dan Deregulasi Penanaman
Modal pemerintahan dengan unit kerja terkait berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

g. mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma,
Standar, prosedur dan kriteria penyusunan rencana umum,
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal di daerah berdasarkan sector usaha dan wilayah;

h. melaksanakan kajian dan analisis penyusunan rencana umum,
rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman
modal di daerah berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

i. melaksanakan penyusunan peta potensi dan peluang investasi
penanaman modal daerah;

j- melaksanakan perekaman dan pembaharuan hasil pemetaan
potensi usaha dan data berupa profil daerah (kondisi geografis,
demografis, ekonomi, sarana dan prasarana pendukung
investasi serta komoditi unggulan, kedalam Sistem

Informasi Potensi Investasi Daerah;
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2.1.3.2.

. mengidentifikasi dampak kebijakan dan atau /perda terhadap

peningkatan pelaksanaan sektor usaha di wilayah daerah;
menganalisis perancangan kebijakan dan/atau
Peraturan Perundang-undangan sesuai kebutuhan penanaman

modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah;

. mengevaluasi implementasi kebijakan dan/atau Peraturan

Perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan penanaman

modal dan pengembangan ekonomi di wilayah daerah;

. melakukan identifikasi, analisis, evaluasi, perumusan, dan

pengusulan terhadap kebijakan usulan insentif, kemudahan
dan fasilitasi penanaman modal yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah;

. mengkaji dan menganalisis Peraturan Perundang-undangan,

persyaratan, dan prosedur perizinan dan nonperizinan dalam
melaksanakan kegiatan usaha yang menjadi kewenangan

pemerintah daerah;

. melakukan analisis Standard Operating procedure (SOP) dan

lama penyelesaian serta biaya perizinan dan nonperizinan yang

menjadi kewenangan pemerintah daerah;

. melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan advokasi hukum terkait

kebijakan penyelenggaraan penanaman modal daerah;
melaksanakan sosialiasasi kebijakan dan / atau Peraturan

Perundang-undangan terkait penanaman modal daerah;

. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi perencanaan,
kajan dan deregulasi penanaman modal dengan
membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dengan
realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan

tugas;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai

hasil pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang

diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan

fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

1.

tugas

a. Membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan,

membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil pekerjaan,
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dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di Seksi
Promosi dan kerjasama Penanaman Modal berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan lancar.

2. Fungsi Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal :

a. penyusunan kebijakan  teknis Seksi Promosi dan
kerjasama Penanaman Modal;

b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis Seksi Promosi
dan kerjasama Penanaman Modal;

c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi Promosi
dan kerjasama Penanaman Modal; dan

d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman
Modal;

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan kegiatan Seksi Promosi dan kerjasama
Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran
yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan
optimal,

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di Seksi Promosi
dan kerjasama Penanaman Modal sebagai pedoman dalam
pelaksana tugas dan fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
Seksi Promosi dan kerjasama Penanaman Modal; dengan unit
kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;

g. mengoordinasikan penyusunan norma, standar, prosedur dan
kriteria pengembangan pelaksanaan promosi dan kerjasama

penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
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. mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan

kebijakan [strategi pengembangan promosi penanaman
modal lingkup daerah berdasarkan sector usaha dan wilayah;
melaksanakan pengadaan material promosi seperti : brosur,
leaflet, poster, video skrip, cd, buklet dan material promosi
lainnya;

melaksanakan  penyiapan bahan / sarana  prasarana
promosi penanaman modal;

melakukan publikasi dan distribusi bahan / material promosi
penanaman modal;

mengoordinasika pemetaan rencana pelaksanaan promosi

penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

. melaksanakan kegiatan temu usaha, FGD, kontak bisnis,

seminar, lokakarya terkait pengembangan promosi dan

kerjasama penanaman modal;

. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas

dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi promosi dan kerja
sama dengan membandingkan antara rencana yang
telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk
mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan

fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.3.3  Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah

1. tugas

a.

Membantu Kepala bidang dalam rangka merencanakan,
membagi tugas, membimbing,memeriksa hasil pekerjaan,dan
mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di seksi
pemberdayaan usaha daerah berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan lancar.

2. Fungsi Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah :

a.

penyusunan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Usaha
Daerah;
pengoordinasian  penyusunan  kebijakan  teknis Seksi

pemberdayaan Usaha Daerah;
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pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi

Pemberdayaan Usaha Daerah; dan

. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.

3. Tugas Pokok

a.

merencanakan kegiatan Seksi Pemberdayaan Usaha
Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
Membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang

harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal,

. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil

yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan
untuk penyempurnaan hasil kerja;

mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi
Pemberdayaan usaha daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi;

Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
seksi Pemberdayaan usaha daerah dengan unit kerja
terkait berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria penyusunan kebijakan
operasional pemberdayaan usaha daerah,;

Melakukan analisis dan implikasi kebijakan  dalam
pengembangan UMKM,;

menfasilitasi pembinaan manajemen usaha kepada para
pelaku UMKM melalui peningkatan kapasitas manajemen
produksi, manajemen keuangan, dan pemasaran;

menfasilitasi pelaksanaan kemitraan wusaha kecil dan
menengah dengan para pelaku usaha besar (PMDN/PMA);
memfasilitasi peningkatan daya usaha kecil dan menengah
terkait penanaman modal dengan bantuan permodalan dan
pelatihan kerja (live skill);

Melaksanakan Sosialisasi kebijakan terkait kerjasama

dan pembinaan dan pengembangan usaha,;
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m. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana dan penunjang
lainnya dalam mendorong peningkatan daya saing daerah;

n. Melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas
dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

0. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Subbagian Administrasi
Pemerintahan dengan membandingkan antara rencana yang
telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk
mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

p. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

g. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan

fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.4. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
1. tugas
a. Membantu Kepala Dinas merencanakan operasional serta
mengoordinasikan kegiatan di Seksi Pelayanan Perizinan Usaha,
Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan
penyuluhan layanan perizinan sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

2. fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis di Seksi Pelayanan Perizinan
Usaha, Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan
penyuluhan layanan perizinan;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di Seksi
Pelayanan Perizinan Usaha, Pelayanan Perizinan Non Usaha serta
Pengaduan dan penyuluhan layanan perizinan;

C. pembinaan dan pelaksanaan tugas di Seksi Pelayanan Perizinan
Usaha Pelayanan Perizinan Non Usaha serta Pengaduan dan
penyuluhan layanan perizinan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik lisan
maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan operasional kegiatan bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan berdasarkan Rencana Kerja Dinas dan
Peraturan Perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan

tugas ;
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b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-masing
agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

c. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bagian Tata
Pemerintahan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk
mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan;

d. Menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan sesuai
dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan menjadi tepat
dan efisien;

e. menyelenggarakan kebijakan pada Seluruh Seksi dalam lingkup
bidang Penyelenggaraan Pelayananan Perizinan berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

f. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi
di seluruh  Seksi dalam lingkup bidang Penyelenggaraan
Pelayananan Perizinan dengan instansi atau unit kerja terkait
untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di
bidang Penyelenggaraan Pelayananan Perizinan;

h. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan
dapat tercapai secara efektif ;

i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

j- melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang diberikan
oleh pimpinan  sesuai dengan kewenangan, tugas dan
fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

2.1.4.1. Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
1. tugas
a. membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan,
membagi tugas,membimbing,memeriksa hasil pekerjaan,
dan mengevaluasi pelaksanaan tugas - tugas di seksi
Pelayanan Perizinan Usaha berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan agar pelaksanaan pelaksanaan
pekerjaan dapat berjalan lancar.
2. Fungsi Seksi Pelayanan Perizinan Usaha
a. penyusunan kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan
Usaha;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi

Pelayanan Perizinan Usaha;
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c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di
bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan

d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Usaha;

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan
Usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur
dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan
keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja
bawahan optimal;

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan
hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan
untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi
Pelayanan Perizinan Usaha sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan
kebijakan di seksi Pelayanan Perizinan Usaha; dengan
unit  kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

g. mengoordinasikan dan Menfasilitasi penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan operasional
kebijakan teknis pelayanan seksi pelayanan perizinan usaha;

h. memeriksa, = memverifikasi dan memvalidasi berkas
pelayanan perizinan usaha; sesuai SP dan SOP;

i.mengolah dan mengidentifikasi perizinan pelayanan
perizinan usaha yang wajib retrebusi berdasarkan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,;

j-mengevaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan prizinan
usaha;

k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan

pelayanan perizinan usaha,;
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I.menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi

secara elektronik/online single submission (OSS);

. memfasilitasi pelaku usaha dalam memproses perizinan

melalui system elektronik;

. menyampaikan informasi terkait hak dan kewajiban para

pelaku yang bermohon perizinan;

mengendalikan pelaksanaan pelayanan perizinan usaha;
melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas
dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pelayanan
perizinan usaha dengan membandingkan antara rencana
yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai untuk
mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas

dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.4.2. Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha

1. tugas

a.

membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan,
membagi tugas, membimbing,memeriksa hasil pekerjaan,
dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi
Pelayanan Perizinan Non Usaha berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat

berjalan lancar.

2. Fungsi Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha:

a.

penyusunan Kkebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan
Non Usaha;

pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi
Pelayanan Perizinan Non Usaha;

pemberian  dukungan atas pelaksanaan tugas di
bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan
pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan teknis seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha.

3. Tugas Pokok

a.

merencanakan kegiatan seksi Pelayanan Perizinan Non

Usaha berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan
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evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan
tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan
tugas;

c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur
dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan
keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja
bawahan optimal;

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan
hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah
diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. Mengoordinasikan penyusunan kebijakan di  bidang
seksi Pelayanan perizinan Non Usaha; sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan
kebijakan di seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha; dengan
unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;

g. mengoordinasikan dan Menfasilitasi penyusunan norma,
standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan operasional
kebijakan teknis seksi pelayanan perizinan non usaha,;

h. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan non
usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
i.memeriksa, memverifikasi dan memvalidasi berkas perizinan

non usaha sesuai SP dan SOP;

j-mengolah dan mengidentifikasi seksi pelayanan perizinan
non usaha wajib retrebus berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

k. mengevaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan
non usaha;

.mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan
pelayanan perizinan non usaha;

m. menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha
terintegrasi secara elektronik/online si Cantik Cloud;

n. menfasilitasi pemohon perizinan non usaha dalam
memproses perizinan melalui system elektronik;

o. menginformasikan terkait hak dan kewajiban para pemohon

yang bermohon perizinan;
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p. mengendalikan pelaksanaan pelayanan perizinan non
usaha;

g. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas
dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

r. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pelayanan
Perizinan Non Usaha dengan membandingkan antara
rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai
untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

s. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

t. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas
dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.4.3. Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan
1. tugas

a. membantu Kepala Bidang dalam rangka merencanakan,
membagi tugas, membimbing, memeriksa hasi pekerjaan,
dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi
Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan
berdasarkan Peraturan  Perundang-undangan agar
pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

2. Fungsi Seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan:

a. Penyusunan kebijakan teknis Seksi Pengaduan dan
Penyuluhan Layanan Perizinan;

b. Pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi
Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan;

c. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di
bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; dan

d. Pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan
Perizinan.

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan kegiatan seksi Pengaduan dan
Penyuluhan Layanan Perizinan; berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas
dan tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;
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c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur
dengan cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan
keluaran yang harus dihasilkan agar produktivitas kerja
bawahan optimal;

d. Memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan
hasil yang dicapai dengan petunjuk yang sudah
diberikan untuk penyempurnaan hasil kerja;

e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di
bidang seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan Perizinan;
sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan
kebijakan di seksi Pengaduan dan Penyuluhan Layanan
Perizinan; dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku;

g. mengoordinasikan  dan Menfasilitasi Menyusun norma,
standar, prosedur dan kriteria kegiatan teknis operasional
pengaduan, kebijakan dan penyuluhan layanan perizinan;

h. melaksanakan administrasi pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

i.mengoordinasikan dan menfasilitasi pengumpulan data
pengaduan informasi, dan Kkosultasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

j-merencanakan penanganan pengaduan, informasi, dan
konsultasi layanan dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan non perizinan;

k. mengidentifikasi teknis penanganan pengaduan, informasi
dan konsultasi layanan secara secara teknis dan
opersional penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

[.mendokumentasikan dan mengarsipkan penanganan
pengaduan, informasi, dan  kosultasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

m. mengoordinasikan permasalahan penanganan pengaduan,
informasi, dan konsultasi layanan dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan dan nonperizinan;
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n. merumuskan permasalahan penanganan pengaduan,
informasi, dan  konsultasi layanan dalam
penyelenggaraan pelayanan  perizinan dan nonperizinan;

0. mengoordinasikan dan Menfasilitasi bahan-bahan kebijakan
peraturan dan advokasi terkait dengan pelayanan perizinan
dan nonperizinan serta bahan penyuluhan kepada
masyarakat;

p. mengkaji dan mengolah bahan kebijakan dan harmonisasi
serta memfasilitasi pendampingan pelaksanaan advokasi
dalam penyelesaian sengketa pelayanan perizinan dan
nonperizinan;

g. mensosialisasika penyuluhan  kepada masyarakat dalam
penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

r. mengkoordinasikan kebijakan dan harmonisasi peraturan
serta advokasi layanan terkait dengan perizinan dan
nonperizinan dalam mengeluarkan peraturan lingkup daerah;

s. mengevaluasi bahan-bahan kebijakan dan harmonisasi
regulasi daerah terkait pelayanan perizinan dan nonperizinan,
serta advokasi dalam penyelesaian sengketa pelayanan
perizinan dan nonperizinan serta model atau tatacara
penyuluhan terhadap masyarakat;

t. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas
dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

u. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pengaduan
dan penyuluhan layanan perizinan dengan membandingkan
antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

v. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

w. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas
dan fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.5. Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman
Modal
1. tugas
a. membantu Kepala Dinas merencanakan operasional serta
mengoordinasikan kegiatan di seksi pengendalian, Pengelolaan
CSR, serta Pengembangan system informasi penanaman

modal sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
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2. fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di seksi pengendalian, Pengelolaan
CSR serta Pengembangan system informasi penanaman modal;

b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan di seksi
pengendalian, Pengelolaan CSR, serta Pengembangan system
informasi penanaman modal;

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di seksi pengendalian,
Pengelolaan
CSR, serta Pengembangan system informasi penanaman Modal;
dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik
lisan maupun tulisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan
fungsinya.

3. Tugas Pokok:

a. merencanakan operasional kegiatan Bidang Pengendalian
dan Pengembangan Sistem Informasi berdasarkan Rencana
Kerja Sekretariat Daerah dan Peraturan Perundang-undangan
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai tugas pokok masing-
masing agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

c. memberi petunjuk kepada bawahan lingkup Bagian
Tata Pemerintahan  sesuai dengan peraturan yang
berlaku untuk mengurangi tingkat kesalahan dalam pelaksanaan
pekerjaan;

d. menyelia bawahan dalam melaksanakan tugas yang diberikan
sesuai dengan tugas pokoknya agar pelaksanaan pekerjaan
menjadi tepat dan efisien;

e. mengkoordinasikan penyusunan Norma, tandar, rosedur dan
Kriteria kebijakan teknis operasional bidang Pengendalian
dan Informasi Penanaman Modal;

f. menyelenggarakan kebijakan seksi Pengendalian, Pengelolaan
CSR dan Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;

g. menyelenggarakan koordinasi kebijakan teknis pengendalian
dan pengolahan data, informasi penanaman modal dalam lingkup
internal dan eksternal,

h. menyelenggarakan Koordinasi dan memfasilitasi
permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kebijakan

pelaksanaan penanaman modal,
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i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

j-  menyelenggarakan koordinasi pengendalian terhadap hak dan
kewajiban penanam modal;

k. mengevaluasi hasil kerja bawahan berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat
tercapai secara efektif ;

|. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasil pelaksanaan tugas; dan

m. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan
fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan lancar.

2.1.5.1. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

1. tugas

a. membantu kepala bidang pengendalian dan Pengembangan
Sistem Informasi penanaman modal dalam rangka
merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil
pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di Seksi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan pekerjaan
dapat berjalan lancar.

2. Fungsi Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

a. penyusunan Kkebijakan teknis Seksi Pengendalian Pelaksanaan

Penanaman Modal;

b. pengoordinasian  penyusunan  kebijakan  teknis = Seksi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;

c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di Seksi
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; dan

d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal;

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan kegiatan Subbagian Seksi Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan

tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

28



. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang
harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal,

. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di Seksi Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi;

mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
Seksi Pengendalian dengan unit kerja terkait berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan;

. mengoordinasikan dan menfasilitasi dalam Menyusun norma,
standar, prosedur dan kriteria kebijakan teknis operasional
penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, capaian
realisasi investasi penanaman modal, fasilitasi permasalahan
penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

. menyampaikan laporan capaian realisasi investasi penanaman
modal melalui system pelayanan informasi penanaman investai
secara elektronik (spipise) secara berkala;

memfasilitasi permasalahan penanaman modal berdasarkan
sector usaha dan wilayah;

melakukan pembinaan secara berkala terhadap penanaman
modal yang telah memiliki perizinan dan nonperizinan;

. melaksanakan sosialisasi, workshop, bimbingan teknis, atau
dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan Penanaman
Modal secara berkala;

melakukan fasilitasi percepatan realisasi investasi proyek berupa
kemudahan berusaha bagi Penanam Modal;

. melakukan pengawalan percepatan proyek strategis nasional
yang sudah memiliki perizinan penanaman modal;

. melaksanakan koordinasi dengan satuan tugas tim (task force)
penanaman modal daerah;

. melakukan penilaian terhadap perusahaan yang berprestasi dan
berkinerja baik;

. melakukan penilaian terhadap perusahaan yang berprestasi dan
berkinerja baik;

. melakukan pembinaan terhadap penerapan prinsip tata kelola

perusahaan yang baik;
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r. melakasnakan pengawasan penanaman modal berdasarkan
data perusahaan yang memperoleh fasilitas penanaman modal;

S. mengawasi atas hak, kewajiban dan tanggungjawab/kepatuhan
perusahaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

t. mengoordinasikan dan menfasilitasi pengawasan terkait
penggunaan fasilitasi pemerintah;

u. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

v. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi pengendalian
dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan
dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat
keberhasilan tugas;

w. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

X. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan
fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.5.2. Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibilty (CSR)
1.tugas

a. membantu kepala bidang pengendalian dan Pengembangan
Sistem informasi penanaman modal dalam rangka
merencanakan, membagi tugas, membimbing, memeriksa hasil
pekerjaan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas-tugas di seksi
Pengelolaan CSR berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar;

2. Fungsi Seksi Pengelolaan Corporate Social Responsibilty (CSR):
a. penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan CSR;
b. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis seksi Pengelolaan
CSR;
c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi
Pengelolaan CSR; dan
d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis seksi Pengelolaan CSR.
3. Tugas Pokok:
a. merencanakan kegiatan seksi Pengelolaan CSR berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan dan evaluasi tahun sebelumnya

sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
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. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang
harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal,

. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi Pengelolaan
CSR sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
seksi Pengelolaan CSR dengan unit kerja terkait berdasarkan
Peraturan Perundang-undangan,;

. melaksanakan Inventarisasi terhadap seluruh perusahaan dalam
wilayah operasional kabupaten wajo yang wajib berkontribusi
terhadap kepedulian sosial dan lingkungan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan,;

. mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan melaksanakan program
CSR Perusahaan dengan program pembangunan Pemda;
menginventarisir data corporate social responsibility (CSR)
perusahaan;

mengkoordinasikan pelaksanakan fasilitasi CSR keseluruh stake
holders;

. menfasilitasi pembentukan dan pelaksanaan forum CSR secara
berkala;

mengkoordinasikan dan menfasilitasi  perusahaan yang
melaksanakan kewajiban CSR dengan baik untuk memperoleh
insentif/penghargaan dari Pemerintah Daerabh;

. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan
fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi Pengelolaan CSR
dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan
dengan realisasi yang dicapai untuk mengetahui tingkat
keberhasilan tugas;

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai hasil
pelaksanaan tugas; dan

. melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan

fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.
31



2.1.5.3.

Seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
1. tugas

a. membantu kepala bidang pengendalian dan Pengembangan
sistem informasi dalam rangka merencanakan, membagi tugas,
membimbing, memeriksa hasil pekerjaan, dan mengevaluasi
pelaksanaan tugas-tugas di seksi Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan lancar.

2. Fungsi seksi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal :

a. penyusunan kebijakan teknis seksi Pengembangan Sistem
Informasi Penanaman Modal;

b. pengoordinasian  penyusunan kebijakan teknis seksi
pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;

c. pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di seksi
pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal; dan

d. pemantauan dan evaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis Subbagian.

3. Tugas Pokok :

a. merencanakan kegiatan seksi Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan dan evaluasi tahun sebelumnya sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan
tanggung jawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. membimbing bawahan sesuai ketentuan dan prosedur dengan
cara menjelaskan tentang apa, bagaimana dan keluaran yang
harus dihasilkan agar produktivitas kerja bawahan optimal,

d. memeriksa hasil kerja bawahan dengan membandingkan hasil
yang dicapai dengan petunjuk yang sudah diberikan untuk
penyempurnaan hasil kerja;

e. mengoordinasikan penyusunan kebijakan di seksi
Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;

f. mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan kebijakan di
seksi Pengembangan Sistem dan Informasi Penanaman Modal
dengan unit kerja terkait berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan;

g. mengoordinasikan dan menfasilitasi penyusunan Norma, standar

Prosedur dan Kriteria kebijakan teknis operasional pengelolaan
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data dan informasi perizinan non perizinan penanaman modal

daerah;

. melaksanakan pemutakhiran data perizinan dan nonperizinan

dan penanamanan modal;

penyusunan Database perizinan dan nonperizinan serta
penanaman modal berdasrkan sector usaha dan wilayah;
membangun dan mengembangkan system jaringan dan
informasi penanaman modal secara elektronik;

melaksanakan pelaporan produk layanan perizinan dan
nonperizinan berdasarkan sector usaha/wilayah secara berkala
kepada instansi/stake holders;

melaksanakan pengadaan papan informasi perizinan dan

nonperizinan;

. melaksanakan penyediaan data dan informasi terkait tugas dan

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku;

. mengevaluasi pelaksanaan tugas pada seksi Pengembangan

system informasi penanaman modal dengan membandingkan
antara rencana yang telah ditetapkan dengan realisasi yang
dicapai untuk mengetahui tingkat keberhasilan tugas;

membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sesuai
hasilpelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain baik lisan maupun tulisan yang
diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan, tugas dan

fungsinya agar pekerjaan dapat berjalan dengan lancar.

2.1.6. Kelompok Jabatan Fungsional

1. tugas

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
pasal 29, terdiri dari sejumlah pejabat fungsional yang terbagi
dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditentukan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja.
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.
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2.1.7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

1. tugas

a. melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

(1)

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagaimana yang
dimaksud pasal 30 merupakan perpanjangan tangan dari
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu dalam mengimplementasikan kebijakan
secara teknis operasional.

Jenis dan jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai
dengan kebutuhan dalam menunjang tugas pokok Dinas
Penananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

E. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Wajo diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 109 Tahun 2019

tentang Perangkat Daerah. Susunan Organisasi tersebut terdiri dari Kepala Dinas,

Sekretariat, Bidang Pengembangan lklim Penanaman Modal, Bidang

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Bidang Pengendalian dan Informasi

Penanaman Modal

34



STRUKTUR ORGANISASI J"
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN WAJO

KEPALA DINAS

SEKRETARIAT ‘
|

.




F. Sumber Daya Manusia
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai struktur organisasi
yang ditetapkan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wajo didukung oleh jumlah pegawai yang cukup memadai, yaitu 67
personil. Komposisi kepegawaian tersebut terdiri dari 28 PNS dan 39 Tenaga

honorer.

a. Kalsifikasi
Dalam melaksanakan tugas kewenangan yang dimiliki, eselonisasi
jabatan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu adalah sebagai berikut :
1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon Il.b
2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon lll.a
3) Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon Ill.b
4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi jabatan struktural eselon IV.a
Untuk semua formasi jabatan struktural pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo pada Tahun Anggaran
2021 telah terisi oleh pejabat definitif dengan golongan ruang yang dimiliki dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 1. PNS Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Wajo berdasarkan Jabatan Golongan Tahun 2021.

GOLONGAN / RUANG
No. ESELON JUMLAH
v ]| I |

1 [ 1 - - - 1

2 1l 2 2 - - 4

3 \Y, 2 10 - - 12
PNS NON

4 STRUKTURAL i 8 3 i 11
JUMLAH 5 20 3 0 28
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Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaen Wajo memiliki tingkat pendidikan, SLTA, S1
dan S2 dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan tabel tingkat pendidikan di bawah
ini.

Tabel 2. PNS Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Wajo berdasarkan Tingkat pendidikan Tahun 2021

TINGKAT PENDIDIKAN PNS

NO. JUMLAH
SMP SMU S1 S2
1 - 3 20 5 28
TINGKAT PENDIDIKAN PTT
NO. JUMLAH
SMP SMU S1 S2
1 - 4 35 - 39

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa jumlah paling besar adalah tingkat
pendidikan S1 yaitu sebanyak 20 orang (72%). Hal ini meggambarkan bahwa cukup
banyak pegawai yang memiliki tingkat pendidikan sarjana, sehingga diharapkan cukup
mampu mendukung kinerja DPMPTSP dalam menjalankan tugs dan fungsnya.

b. Tata Kerja
Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit kerja dalam satuan
kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, waijib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unit kerja
masing-masing maupun antar Dinas/Lembaga Teknis Daerah dan Instansi
Vertikal lainnya yang secara fungsional mempunyai tugas saling barkaitan.
c. Permasalahan Utama
Dalam kedudukannya setiap pimpinan unit kerja dalam satuan kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpad Satu Pintu Kabupaten Wajo, wajib
membangun hubungan kerja yang konstruktif dalam mmbangun sinergi tugas dan
fungsi masing-masing, baik dalam internal Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo maupun dengan perangkat daerah
lainnya baik yang berkedudukan selaku unsur staf, unsur pelaksana mapun unsur
pendukung dalam perangkat daerah.

Pada Tahun 2021 ini, Rencana Kinerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo dengan memperhatikan tupoksi
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Waijo

serta Visi dan Misi Kabupaten Wajo.
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BAB I
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini akan diuraikan tujuan dan sasara organisasi yang tertuang
dalam rencana strategis serta penetapan rencana kinerja. Dalam Sistem
AKuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, rencana kerja merupakan terjemahan
dari rencana strategis, merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh
instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional dan global.

2.1. Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Wajo

Visi pembangunan derah dalam RPJMD adalah Visi Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan Kepala
Daerah (pilkada). Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang
ingin dicapai (desired future) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai
misi yang diemban. Visi pembangunan Daerah Kabupaten Wajo untuk periode
RPJMD 2019-2024 adalah sebagai berikut:

“Pemerintahan Amanah, Menuju Wajo Yang Maju dan Sejahtera”

Rumusan visi ini mengandung 3 (tiga) pokok visi di dalamnya yakni
amanah, maju dan sejahtera. Ketiga pokok visi ini merupakan rangkaian yang
terkait satu sama lain dalam mewujudkan kondisi pada tahun 2024 dimana
Kabupaten Wajo’Maju dan Sejahtera”.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya pokok yang hendak
dijalankan  untuk  mewujudkan  visi. Misi  disusun  dalam  rangka
mengimplementasika langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan
visi yang telah dipaparkan diatas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi
yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan.
Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bgi tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh

untuk mencapai visi.

Rumusan Misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor pekayanan
publik, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan,
kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi
disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam
rangka mncapai perwujudan visi.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati terpilih periode 2019-2024 yang terkait
dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat

pada Misi Pertama dan Misi Keempat yaitu :
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Misi | : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,
Bersih dan Amanah.
Misi IV : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang

Merata dan Berkeadilan.

Berdasarkan Visi dan Misi Bupati Wajo Periode 2019-2024 yang terkait
dengan Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu vyaitu
meningkatkan  profesionalitas  pemberi  layanan  publik, = meningkatkan
ketersediaan dan mutu sarana dan prasarana pelayanan publik dalam

pencapaian standar pelayanan minimal.

2.2, Tujuan dan Sasaran
Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Pemerintahan
Daerah kabupaten Wajo, maka akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah perlu
ditingkatkan, termasuk oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu sebagai salah satu perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten
Wajo. Untuk memenuhi hal tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu merumuskan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai
sebagai berikut :
» Tujuan :
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2019-2024 memiliki tujuan strategis :
1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik PTSP
3. Meningkatkan Investasi Daerah
» Sasaran:
Tujuan Strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam sasaran sebagai
berikut :
1. Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan indikator Nllai SAKIP DPMPTSP
2. Meningkatnya kualitas pelayanan kualitas publik dengan indikator indeks
kepuasan masyarakat
3. Meningkatnya kinerja pelayanan terpadu satu pintu dengan indikator Nilia
kinerja PTSP
4. Meningkatnya pelaksanaan percepatan berusaha dengan indikator nilai
pelaksanaan percepatan berusaha
5. Meningkatnya realisasi investasi daerah dengan iindikator
a. Pertumbuhan Realisasi Investasi Daerah

b. Rasio daya Serap Tenaga Kerja
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2.3 Strategi

Strategi adalah perencanaan (Planning) dan manajemen (Management)

untuk mencapai suatu tujuan, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi

tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan

harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya.

Adapun Stratgegi yang ditempuh oleh Perangkat Daerah Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mencapai tujuan dan sasaran

pembangunan selama kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut :

1.

o e DN

Meningkatkan kualitas tata kelola pelayanan penyelenggaraan perizinan
Meningkatkan sinergitas dengan perangkat daerah teknis

Menyediakan dokumen yang akuntabel dan transparan

Menyiapkan sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kinerja OPD
Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian penanaman modal dengan
pemantauan, pembinaan dan pengawasan perusahaan PMA/PMDN
Mengembangkan potensi dan peluang investasi dengan penyediaan lahan
dengan status yang jelas

Memberi kemudahan berinvestasi dengan menyempurnakan regulasi daerah

dalam rangka perbaikan iklim investasi.

2.4 Arah Kebijakan

Merupakan arah/tindakan yang harus dipedoman Perangkat Daerah,

dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan RENSTRA Perangkat

Daerah, dengan arah kebijakan sebagai berikut :

1.

Menyediakan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk menunjang
pelayanan

Melaksanakan dan pengembangan standar opersional prosedur dan standar
pelayanan publik

Melaksanakan koordinasi dengan tim teknis perangkat daerah terkait dari
unsur-unsur pejabat

Menyusun dokumen yang akuntabel dan transparan

Melakukan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
publik

Melaksanakan kegiatan pengendalian dengan proaktiv, memfasilitasi
penyelesaian permasalahan dan penghambat dalam pelaksanaan investasi
Membuat data dan iinformasi potensi dan peluang investasi dan memperluas
promosi dengan penyebaran informasi melalui berbagai media dan pameran

baik dalam maupun luar daerah
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8. Membuat regulasi/insentif/kebijakan daerah yang dapat mengembangkan iklim

penanaman modal.

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM
Indikator Kinenrja PD (Perangkat Daerah) yang mengacu pada tujuan dan
sasaran renstra adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan
pengukuran kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.
Indikator kinerja utama dan Program Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo sebagai berikut :
a. Indikator Kinerja Utama
N Indikator
Tujuan Sasaran Tujuan/Sasara TARGET
n
Meningkatka
n
Akuntabili
tas .
1 Kinerja Nilai SAKIP PD B
dan
Keuanga
n Daerah
Meningkatny
a kualitas
dan
iy Nilai SAKIP 5
J DPMPTSP
Penanam
an Modal
dan
PTSP
Meningkatka
n Kualitas
Indeks Pelayanan (2,58-3,00) /
2 Pelayana Publik PTSP c
n Publik
PTSP
Meningkatny
a Kualitas Indeks Kepuasan
Pelayana Masyarakat 76,55%
n Publik untuk PTSP
Meningkayny Nilai Kinerja PTSP (60,00-
a Kinerja 7’9 99)
PTSP 13
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Meningkatny
a
pelaksan
aan
percepat
an
berusaha

Meningkatka
n
Investasi
Daerah

Meningkatny
a
Realisasi
Investasi
daerah

Nilai pelaksanaan
percepatan
berusaha

(60.00-
75.00)

Pertumbuhan
Realisasi
Investasi
daerah 2.316.104.
340
Rasio Daya Serap 316

Tenaga Kerja

b.

Indikator Kinerja Kunci

Jumlah Investor Berskala
Nasional ( PMDN / PMA

Investor

Jumlah Nilai Investasi
berskala nasional
(PMDN /PMA)

Rupiah 2.316.104.340

Rasio Daya Serap Tenaga
Kerja

Persen

3,16




Kenaikan / Penurunan Nilai
4 Realisasi PMDN Persen 4.2
( Milyar Rupiah)

Adapun program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang akan dilaksankan oleh Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun
2021,Sebagai Berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Pengembangan lklim Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

2B

Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

C. PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN
Perjanjian kinerja ditetapkan dengan mengacu kepada sasaran, indikator kinerja
dan target serta program yang telah ditetapkan didukung kegiatan yang akan
dilaksanakan serta anggaran yang disediakan untuk menunjang kegiatan tersebut

adalah sebagai berikut :

-_—

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Jumlah dana
Rp. 24.000.000,-
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Jumlah dana
Rp. 2.000.000,-
1.1.3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD Jumlah
dana Rp. 1.000.000,-
1.1.4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD Jumlah dana Rp. 5.000.000,-
1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah dana Rp. 2.788.289.775
1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah dana Rp.5.970.000,-

1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
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2,

3.

1.1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah dana Rp. 20.000.000,-
1.1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah dana
Rp.15.000.000,-
1.1.3 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah dana
Rp. 170.000.000,-
1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1.1.1 Pengadaan Mebel Jumlah dana Rp. 111.035.000,-
1.1.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Jumlah dana Rp. 30.000.000,-
1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah dana Rp. 27.000.000,-
1.1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah
dana Rp. 150.000.000,-
1.1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah dana
Rp. 159.100.000,-
1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah dana
Rp. 16.000.000,-
1.1.2 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah dana Rp. 10.000.000,-
Program Pengembangan lklim Penanaman Modal
1.1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman Modal Jumlah dana Rp. 45.000.000,-
1.2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
1.1.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah dana Rp. 10.000.000,-
1.1.2 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota jumlah
dana Rp. 50.000.000,-
Program Promosi Penanaman Modal
1.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Jumlah dana
Rp. 10.000.000,-
1.1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota Jumlah dana Rp. 60.000.000,-
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4. Program Pelayanan Penanaman Modal
1.1 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
1.1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Jumlah dana Rp.100.000.000,-
1.1.2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non
Perizinan Jumlah dana Rp. 220.000.000,-
1.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif
Daerah Jumlah dana Rp. 25.638.900,-
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman
Modal Jumlah dana Rp. 55.600.000,-
1.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman
Modal Jumlah dana Rp. 205.773.000,-
1.1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal Jumlah dana Rp. 111.200.000,-
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1.1 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan
dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Jumlah dana Rp. 85.000.000,-

D. PERJANJIAN KINERJA
Dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan
pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Wajo Tahun 2021, telah ditetapkan
sebagaimana lampiran perjanjian kinerja yang memuat 23 ( dua puluh tiga)
Kegiatan, dengan jumlah program sebanyak 6 (enam) serta alokasi
anggaran sebesar RP. 4.512.606.675,- (empat milyar lima ratus dua belas juta

enam ratus enam enam ratus tujuh pulh lima rupiah)
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BAB IIl
PENUTUP

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo
sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Wajo, sebagaimana amanat
Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diwajibkan
menyusun perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja yang merupakan lembar/dokumen yang
berisikan sasaran strategis dengan memuat iindikator kinerja dan target kinerja untuk
melaksanakan program/kegiatan/sub.kegiatan. Perjanjian kinerja yang terukur
berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang
disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan,
tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun
sebelumnya, sehingga target kinerja dari perjanjian kinerja dapat mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya, mengakibatkan terwujudnya kesinambungan
kinerja setiap tahunnya.

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas,
transparansi dan kinerja aparatur, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi
kinerja aparatur, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian pengahargaan dan sanksi, sebagai
dasar untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan
kinerja. Perjanjian kinerja mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam
mewujudkan tugas pokok dan fungsi. Pengukuran pencapaian perjanjian kinerja akan
dilakukan melalui penyusunan laporan akuntabilitas kineraj instansi pemerintah sebagai

bentuk evaluasi dari hasil pelaksanaan perjanjian kinerja yang dimaksud.

Sengkang, 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Wajo,

Drs. ANDI MANUSSA, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.19651128 199002 1 001
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini

Nama - Drs. ANDI MANUSSA, 5.80s., M.Si
Jabatan - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama - Dr. H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.
Jabatan  BUPATI WAJD

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedug

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

5SA, S.So0s8., M.Si
2002 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN WAJOQ
SEKRETARIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta beronientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini -

Nama H. AHMAD JAHRAN, A.P,. M.Si.
Jabatan . Sekretaris Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Selanjutnya disebul pihak pertama

Nama Drs. ANDI MANUSSA, §.Sos., M.Si
Jabatan . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan targel kinera yang seharusnya sasual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal targel kinerja jangka menengah
seperli yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedus akan melakukan supervisi yang di periukan sarta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil hndakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 15 Januari 2021

Pihak Kedus Pihak Pertama
Sekretars Dinas
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KASUBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJOD
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini |

Nama - ANDI SRl NAJEMMI, 5.Sos,. M.Si.
Jabatan - Kepal Sub Bagian Umun dan Kepegawaan pada Sekretariat
Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama 'H. AHMAD JAHRAN, A.P,. M.Si.
Jabatan - Sekretanis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapa target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan datam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua skan melakukan supervisi yang di perlukan sera akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanks

Sangkang, 15 Januari 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Penanaman Modal Kepala Sub Bagian Umum dan
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepegawaian pada Sekretanat
DPMPTSP
— CI‘ ﬁ ﬂ' 'y'":"l-' L
H. A AN, A M.Si AN N M i




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KASUBAG. KEUANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah mni

Nama - HERIANTI, SE,. M.5i. .
Jabatan - Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Sekretariat Dlrl'taa
Pananaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Setanjutnya disebut pihak pertama

Nama H. AHMAD JAHRAN, AP, M Si
Jabatan Sekretans Dinas Penanaman Madal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pinak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kineria jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pinak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta skan melakukan
evaluasi lerhadap capaian kinerja dar perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang., Januari 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
Sekretaris Dinas Penanaman Modal Kepala Sub Baglan Keuangan pada
dan Pelayanan T du Satu Pintu, Sekretarnat DPMPTSP

H. AHMAD JAHRAN, A.P.. M.Si
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KASUBAG. PERENCANAAN DAN PELAPORAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan
akuniabel serta berorientasi pada hasil. kami yang pertandatangan di bawah ini .

Nama - NURMIYATI, S.Pi.

Jabatan . Kepala Sub. Bagian Perencanaan dan Pelaporan pada
Sekretariant Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama H. AHMAD JAHRAN, A.P,. M.Si.
Jabatan - Gekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama befanji akan mewujudkan target kinefia yang geharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinersa jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan

kegagalan pencapaian target kinera tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Sengkang., 15 Januari 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
Sakretaris Dinas Penanaman Modal Kepala Sub Bagian Perencanaan dan
dan Pelayanan Terpady Satu Pintu, Pelaporan pada Sekretariat DPMPTSP,
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FPEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FINTU
KABUPATEN WAJD
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mawuj_udkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawsah ini :

Nama AND|I LENDRA PERDANA PUTERA, SE.
Jabatan Kepala Bidang Pengembangan |klim Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drs. ANDI MANUSSA, 5.50s., M.Si.
Jabatan . Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sapertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Fihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan

evaluasl terhadap capaian kinerja darn perjanjian ini dan mengambxl tindakan yang
diperlukan dalam rangka pembenan penghargaan dan sanksi

Sengkang, Januan 2021

Pihak Kedua Finak Pertama :
Kepala Dingk Penanaman Modal dan Kepala Bidang Pengembangan lkiim
Pelayanan/Terpadu Satu Pinty, Penanaman Modal DPMPTSP,

-

ANDI LENDRA PERDAMA PUTERA, SE.

Drs. AND||IMANUSSA, 5.50s., M.5i




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KEPALA SEKSI PROMOSI DAN KERJASAMA PENANAMAN MODAL
PADA BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN WAJD
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientas| pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini .

Nama . Hj. ANDI DALAISA, SH.
Jabatan Kepala Seks Promosi dan Kenasama Penanaman Modal pada
Bidang Penegnbangan lklim Penanaman Modal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ANDI LENDRA PERDANA PUTERA, SE.
Jabatan Kepala Bidang Pengembangan |klim Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama benan) akan mewujudkan target kinena yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah
seperli yang felah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perukan seria akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang. Januar 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Ikiim Kepala Seksi Promosi dan
Penanaman Modal DPMTSP Kerjasama Penanaman Modal pada

Bidang Penggmbangan Iklim

i

AND! LENDRA PERDANA PUTERA, SE.. M. Si




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KEPALA SEKSI PERENCANAAN KAJIAN
PADA BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN WAJO

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang afaht'rf.lhnrmpa_ra_n dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil. kami yang bertandatangan di bawah ini

Nama - WIDIASTUTI, ST., M.5L.

Jabatan - Kepala Seksi Perencanaan Kajian pada Bidang Pengembangan
Iklim Penanaman Maodal

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ANDI LENDRA PERDANA PUTERA, SE.

Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebul pihak kedua

Pihak pertama berjany skan mewujudkan target kinena yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasiian dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan seria akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tndakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Ssengkang, Januan 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan Iklim Kepala Seksi Perencanaan Kajian
Penanaman Modgal DPMPTSP dan Deregulasi Penanaman Modal

Bidang Pengembangan lklim

/ﬂ/‘ Pengembangan Modal,

— —
>
ANDI LENDRA PERDANA PUTERA, SE.M.Si  WIDIASTUTI, ST., M.Si.



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN USAHA DAERAH
PADA BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
KABUPATEN WAJD
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah inl :

Nama - BAHRIANTI, SE.
Jabatan . Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah pada Bidang

Pengembangan Iklim PM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama ANDI LENDRA PERDANA PUTERA, SE.
Jabatan Kepala Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Dinas
Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta akan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, Februan 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama
Kepala Bidang Pengembangan lklim Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha
Penanaman Modal DPMPTSP Daerah pada Bidang

Pengembangan lkiim PM

ANDI LENDRA PERDANA PUTERA, SE.. M. Si



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KABID PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHDANIYAH, S.E
Jabatan ' Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama - Drs. ANDI MANUSSA, 5.50s., M.Si
Jabatan - Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak Partama beranji akan mewujudkan target kinema yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang lelah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinena tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasl terhadap capaian kinerja dari perjanjian inl dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 1 Februari 2021

Pihak Pertama,

4

WAHDANIYAH, S.E
NIP. 18741111 200502 2001

N A, S.50s.
NIP. 19651128 192002 1 001




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KAS| PELAYANAN PERIZINAN USAHA
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUFATEN WAJO
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efekiif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : TUTI HERAWATI, 5.5., M.A.P
Jabatan Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama WAHDANIYAH, S.E
Jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjuinya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama bernanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepertl yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinera dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 1 Februan 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,
P
i
WAHDANIYAH, S.E HERAW : P
NIP. 19741111 200902 2 001 NIP, 19750119 200801 2 012




PEMERINTAH KABUPATEN WA.JIO
KAS| PENGADUAN, PENYULUHAN LAYANAN PERIZINAN

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efaktif, transparan dan
skuntabel serta beronientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : ANDI FAISAL AB., S.E
Jabatan Kepala Seksi Pengaduan, Penyuluhan Layanan Perizinan

Selanjutnya disebut Pihak Fertama

Nama . WAHDANIYAH, S.E
Jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinera yang seharusnya sesual
lampiran perianjian ini, dalam rangka mencapai target kinera jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pinak Kedus akan melakukan supervise yang diperlukan serla akan melakukan
evaluasi terhadap capaian kinena dan perjanjian im dan mengambil bndakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 1 Februari 2021

Pihak Kedua,

AHDANIYAH, S.E :
NIP. 19741111 200902 2 001 NIP. 19750202 200701 1 018
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PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN WAJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemenntahan yang efeklif, transparan dan
akuntabel serta berorentas: pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI WILDANAH, ST

Jabatan . Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non Usaha
Selanjutnya disebutl Pihak Pertama

Nama - WAHDANIYAH, S.E

Jabatan - Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinenma yang seharusnya sesual
lampiran perjanjian ini. dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah sepert
yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebul menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasl terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang, 2021

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

w
WAHDANIYAH, S.E
NIP. 19741111 200902 2 001 NIP-19720302 200902 2 002
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN
SISTEM INFORMAS| PENANAMAN MODAL
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABLUPATEN WAJD
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeklf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil. kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama . IRIANTY, 5.5TP., M.5i.

Jabatan Kepala Bidang Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi
Fenanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama . Drs. ANDI MANUSSA, 5.50s., M.Si.
Jabatan . Kepaia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Selaku atasan pthak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Fihak pertama beranji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai
lampiran perjanjian Ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami,

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang di perlukan serta skan melakukan

evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sengkang. Januan 2021

Pihak Kedua Fihak Pertama
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Kepala Bidang Pengendalian dan
Pelayanan,Terpadu Satu Pintu, Pengembangan Sistem Informasi

Penanaman Modal |




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADL SATU PINTU
Jalsn Jend, Ahmad Yani Nomor 33, Telp/ Faoc (0485) 323549,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemernintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yvang berlandatangan di bawah im

Mama : MUDIANL, S.E
Jabatan - Kasi Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
Sclanjutnya discbut prhak pertama
Nama IRIANTY, S.5TP., M.5i
Jabatan Kabid Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Selaku atusan pihak pertama. selanjutnya disebut prhak kedua

Pihak pertama berjanyi akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran
perjanjian imi, dalam mngka mencapai tarpet kinerja jangka mencngnh seperti yang
ditctapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegapalan pencapain targel
kinena tersebut menjadi tanggungjawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperfukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperiukan dalam

rangka pemberian penghargaan stay sanksi,

Sengkang, .. Januan 2021

Pihak Kedun Pihak Pertiumu

Kepala Dinas PMPTSP %
IHIANT'&';HPEZ_SJ MUDIANL S.E

WIP. 19790703 199711 2 002 WNIP 19641230 199103 1 116




PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADI SATU PINTU
Jalm Jend Ahmad Yani Nomor 33, Telp/ Fax. (0485) 3123549,

PERJANJIAN KINERIA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efeknf, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawab im -

MNama MUSNANG, S Sos
Jabatan kasi Pengelolaan CSR
selanjutnya disebul pihak pertama
MNama ' [RIANTY, S.STP., ML.Si
Jahatan Kabid Pengendalian dan Pengembangan Sistem Informasi
Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama. selanjuinya disebut pihak Ledua

PMihak perama berjann akan mewujudkan target kinega yang scharusnya sesuai lampiran
penjanyan imi, dalam rangka mencapai target kinena jangka menengah seperti yang
ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaan target
Kinerja tersebut memady tangpungawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluass
terhadap capsan kinena dan peganpan im dan mengambil tindakan vang diperlukan dalam
rangka pemberian penghargsan atau sanksi

Sengkang. . Januar 2021

Mhak Kedua Pihak Pertama
Kepala Dinas PMPTSP

o P

IRIANTY. S.STPMLSI MUSNANG, S.So0s
NIP. 19790703 199711 2 002 NIP. 19810212 200701 1 007
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PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATL PINTU
Jakan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp/ Fax. (0485) 323549,

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam mangks mewupudkan manajemen pemeratahan yang efektif, transparan
akuntabel sertn beronentas: pada hasil, kam vang bertandatangan di bawah ini

dan

Nama ‘Hj SUHRA, S Sos
Jabatan Kasi Pengendalian dan Penanaman Modal
Selanjutnya disebut prhak pertama
Mama IRIANTY, S.8TP, M.5i
Jahatan Kabid Pengendatian dan Pengembangan Sistem Informas:

Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnva dischut prhak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewwudkan target kinerja yang scharusnya sesumd lampirin
perianjian i, dalam rangka mencapal target kinerja jangka menengah scperti yang
ditetapkan dalam dokumen perencansan Keberhasilan dan kegagalan pencapalan tarpet
kinerja tersebut memjadi tangpungawab kami

Pihak kedus nkan melakukan supervisi vang diperukan serta akan melakukan evaluasi
terhadap capaian kinena dan penanpian i dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam
rangka pemberun penghargaan atan sanks:.

Sengkang, Januari 2021

Pihak Kedua Pihak Pertama

Kepala Dinas PMPTSP

IRIANTY.S.ST Si Hi. SUH 5.50s
NIP. 19790703 199711 2 002 NIP. 19660614 198803 21013




&

FERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN WAJOD
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
2 - 3 4
1 | Meningkatnya Investasi dan Daya Serap | Jumiah Nilai Investasi
Tenaga Kerja Berskala Nasional 83.000.000.000
(PMDMN/PMA)
Jumiah Investor
berskala Masional 54
PMDN/PMA
Daya Tarik Investasi 1 Laporan
2 | Meningkatnya Kualitas Palayanan Indeks Kepuasan
Fenzinan Satu Pintu Masyarakat it
3 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja,
Perencanaan dan Keuangan Daerah Nilai Sakip DPMPTSP CC
Na. Program Anggaran Kat
1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Rp 3.534.394 775 DAU
Daerah KabupatenKota
2 Program Pengenmbangan Iklim " Rp  105.000.000 DA U
Penanaman Modal
3 Program Promosi Penanaman Modal | Rp 70.000.000 DAU
4  Program Palayanan Penanaman Modal  Rp 345 638 900 DAU
5 Program Pengendalian Pelaksanaan | Rp  372573.000 DAU
Peananaman Modal
_ _ _ . DAK
6 Program Pengeiolaan Data dan Sistem Rp B5.000.000 DAU
Informasi Penanaman Modsal
JUMLAH Rp 4.512606.675

Sengkang. Januarn 2021

Wedal dan Pelayanan

T,
=1
=

Vic




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

SEKRETARIS (ADMINISTRATOR) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN WAJO

Mo Kagiatan At
1 Porencanaan dan Evaluss Kinerja Pecanghat Rp 1. Do (Y
Z  Adminiatrasi Ksuangan Bp  3.1159.E78.480
¥ Administrani Usnim Rp 547 E35.000
Tumiah Rp 3.770.511.480
L]
KEPALA PHMPTSE HAR. WA SEKRETARIS DINAS HAR, WARD

Drs. KNI MANUSSA, 5 Sos., M. 51 mmﬂ M.Si.

Panghkai | Pembina Utama Modas Pangkat : Pembina Tinghat 1
MNIF, 199002 1 D01 MIP, 19761021 199511 1 001
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA
SEKRETARIAT DPMPSTP KABUPATEN WAIO

] senposm [ wostockners | e
) @ ; 7 W

Persentase Pemenuhan Penunjang
1 |Pemenuhan Penunjang Urusan

Lrusam

No Kegiatan Anggaran
1 Penyediaan Komonen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Rp 20.000.000
72 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 15.000.000
i Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp 170,000.000
4 Pengadaan Mebel Rp 111.035.000
5 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  Rp 30.000.000
6 Penyediaan Jasa Surat Memyurat Rp 27,000,000
7 Penvediaan lasa Komunikasi, Sumber Daya &ir dan Listrik Rp 150.000.000
B Penyediaan lasa Pelayanan Umum Kantor Rp 155.100.000
) e, o et ok Py o
E:::::raraanmehahﬂirtasi Gedung Kantor dan Bangunan a e
jumiah Rp 708.135.000

SENGKANG, 4 JANUARI 2021

KASUBBAG. UMUM & KEPEGAWAIAN

Oy

H. AHMAD JAHRAN, AP, M.51 M.
Pangkat : Pembina Tingkat | Pangkat : Pembina
NIP. 19761021 199511 1 001 NIP. 19670613 199203 X D05




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

HEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. WAJO

el ASN wang tersadia gaj dan
Luranganmya 14 Bahan
Jurnlah Leperan keuangan Akhic Tahun
L Terinksanarya Aoministrasi Kesangan Daerah DPMPTSP vang Drsusun tepat waidl | Dodeurnan
kenis Dokumen  Keuangan yang o
AdmInistrasian 3 Jenis
}
Mo Kegiatan Anggaran
1 |Perpediaan gap dan tunjangan ASN Rp D IHR 289,775
2. |Peryusunan Poaporan Revanoan Akhir Tahun b L 5 G000
Jumilah
SENGKAMG, 1ANLMEREI 321
SEKRETARIS DPM HAB. WAl KASUBAG KEUANGAN
m g E
Pargial - Pembina Tk | Pangkal  Penata Tingkai |

NIP 19789021 189511 1 001 NIP. 18781222 200804 2 013




PEH-MHJIAH HIHEHJ.& TAHI.IN 2021

. Meningeatrys Perencenaan dan Evaluasi Kinera Perengkal | pefencanaan dan 5 Dol
Daerah evaluasi kinerja yang
tersusun tepad wakii
Jurmdah daburmen laperan
F] Terlakannanya Adminintras Keusngan keugngan yang lersusun | 1 Dokamen'Laparan
lepal wakiu
Na Kegiatan ARgyaran
1 Pemyuswnan Dokeman Perencanaan Perangks Dearah Rp 24,000,000
2  Kpordinasi dan Penyusunan Dokurnen RES SKPD Rp 2.000,000
3 Hoardinasi dan Pemyusunsn Dokumen Paranjian Kirana Rp 1,000,000
SKPD
4  Epordinasi $an Penyusunan Laporan Kinerja dan Ihitiar Rp 5.000.000
Fealizasi Kinera SKPD
5 Eporcinas: dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bp 5970.000
ey Rp 37.870.000
SEHGEAMG, 15 Jamuad 2031
mmvm Eapaka Subbaglan Perencanaan dan Pelaporan
-‘f:’nl,l,’m./mm/.:u.:.
Pangkai : Pembins Tingksi ] i Penata Muda Tingkst I, ITL/b
MIP. 18761021 199511 1 001 HIP. 19691107 201406 2 001




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. WAJO

ks ASN yang tersedia gajfi dan iR
furjargareya
) Jumilah Laporan kewangan: Akhe Tabun 1 Dok
1 Tedacsananys Adminigras Keuargan Dasrah DOPMPTSP vang Cisusun 1Epat wakiu
Jenis Dokumen  Keuangan  yang i
Aceministrasikan S
1] Kegiatan Anggaran
| Perradiaan gaj dan wnjangan ASH R 2. 788 ZEO.TTS
1, |Peivpusunan Pelgporan Keuangan Akhir Tabwn Fp 30700l
Jumilah |
SEMGEANG, JAMUARIL 2021
SEERETARIS KAB., WAID KASUBAG KELANGAN

B T

Pangeat - Pambina Th | Pangkal & Temghat |
MIP 187TE1021 199511 1001 MIP, 18751222 200604 2 013




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KABID PENGEMBANGAN IKLIM PM (ADMINISTRATOR) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN WAJD

L | Meningkatnya Pengambangan Ikim Pensnaman Modal | W™k m?ﬂ:w Penanaman st
2 Meningloinys Promosi dan Penannman Modal Perentasa le Promosi dan p—
Mo Kegiatan Ansggaran
1 Hp A5 00, D
Penstapan fomberian Fasilitas /Insentl Dibidang Penanaman

Wodal yang Menjedi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

2 Pembsintan Peta Poterai lnvestasi Kobupaten/ Kots

3 Pemyslenggnraan Promos: Pennnaman Modal yang Menjad; Bp FIROO0. D00
Kewenangan Desrah Eabupaten) Kota

Tumiah Rp  175.000,000

SEMGKANG,  MAMUART 2071

KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN TKLIM
/t"/
ANDI LENDRA PERDANA FUTRA, SE.

Pangat : Penats Tinglkat 1, 17174
MIP, 19841114 198902 1 D04



PERIANIIAN XINERIA TAH LN 2021
DINAT FENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADL SATU

NO. SASARAN KEGIATAM INDIKATGR KIMER1A TARGET
Terlaksananya Penyelerggaraan Promosi  |Frekuensi Pelaksanaan Promgs: penanaman
1 {Penanarnan Modal Yang Menjadi maddal yary menjadi kawenangan daerah balk 1005

Fewenagan Daerah Kabupatenf Kota

dafalam maupun dhiluar kabupatenskorg

No.

Program

Frekuensi *emyelenggarsan Promos
dalam Daarah

Frekuensi Pemyelenggaraan Promaosi luar
Daerah

KAED PERNGERBEANGA Y [KLIR
FEMARARAMN BACDAL

i

ANDI LENPRA PERDANARUTRA, SE

Pangkat : Penata Tk. |
MIP. 19651128 159002 1 005

Anggaran

Ep, 30000, DA

Rp.  30L00.000

kp.

RP.  60.000.000

Sengkang,

Janurn 2r]

KAS PROMCS! DAMN KERIASARA
PEMAMAM &M BACAL

HI, hum DALA 1548, SH

Pangkat : Penata T, |
MIP. 13670205 193503 2 (05




PERJIAMIIAN KINERJIA TAHUN 2021
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERIA TARGET
[ Terlaksananya Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Jumlah fasilitas/insentif dibidang penanaman 100%
! Modal yang menjadi kewenangan daerah |modal yang menjadi kewenangan daerah
Kabupaten Wajo i =
5 Teriaksananya Pembuatan Peta Potensi Jumilah dokumen peta potensi investasl
Investasi Kabupaten Wajo/Kota Kabupaten Wajo yang tersusun tepat waktu
No. Program Anggaran

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
1. dibidang Penanaman Modal yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Wajo

Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif
‘2, dibidang Pemanaman Modal yang menjadi
kewenangan daerah Kabupaten Wajo

Panyusunan Rencana Umum Pemanamtan
bodal Daerah Kzbupaten/¥ota

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang
Lzaha Kabupaten/Kota

KABID PENGEMBANGAM IKLIM
PENANAMAN MODAL

-

ANDI LENDRA PERDANAPUTRA, 3€
Pamgkat : Penata Tk. |
NIP. 19651128 159002 1 005

Rp. 15.000.000

Rp. 15.000. 000

Rp.  10.000.000

Rp.  50.000.000

RP, 50.000.000

sSenglang, donugr 2021

KAS| PERENCANAAN, KAIIAN DAN DERGLILASI
FPEMANAMMY MODAL




PERJAMILAN KINERIA TAHUN 2021
BMNAS PENANAMAN MODAL DAN PELATANAN TERFADL SATU

. SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR KIMERIA

TARGET

1 [Penanaman Madal Yang enjadi
Kewenagan Daerah Kabupaten/ Kota

Terlaksananys Penyelenggaraon Pramosi

Frokuensi Pelak=anazan Promos gendanaman
modal vang menad| kewenangan daerah baik
didalam maupun difvar kabupaten/ kata

100

Mo,

Program

Penyvusunan Strategi Promosi Penanaman
MAead il

KABID PENGE MBANGAN IKLIM
PEMSMAMAM B ODAL

AMD| LENORA PERDAMA
Fangkat : Pensta T4 |

MIP. 10651128 130003 1 005

AMEgaran

Rp. 10008 D

fir.  1D0.000.0E0

Lemgkong, Irmeaes 2021

Ka%l PEMBERDAY2AN LUSEHA DAERAH
B

Pangkat Penats
NIP. 19800606 200701 2 QLB




PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON IIl)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMPTSP )

Manirgkainya Pelayanan Penanamen Modal

5 Turhﬂl_‘l:rl Pengatolaan Dala dan Satem Jurridan Dakumen Parencanaan|
Informasi Penanaman Maodal Pananasman bodal dilokas&an 0%
No Keagilatan Anggaran

Palayanan Perzinan dan Mon Pefisnan sacam
Temadu Salu Pinlu dbidang Penanaman Modal

' yang menjedi kewenangan Daerah Kabupaten | Rp 325 638.800
Kala
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non
2  Perizman yang leintegras pada bnghal Daerah Rp S0 DO0 000
Fabupaten | Kota
Rp ITE.638.500

Sangkang, | Febmuar 2021

KEPALA DINAS KABID PENYELENGGARAAN PELAY AMAN PERIZIMAN

%

WAHOANIYAH, SE
Pangkat. Penata lil'e
MIP. 18741111 200802 2 091
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PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
SIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON Iv)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU { DPMPTSP )

Mo, Sasaran Hegiatan indikator Kinerja Target

{1 {2} 3] [4)
Tersedianya Pengeloiaan Data dan Inlormas

‘ Perzingn dan Non Perizinan berbasis sistam 'I:mhh H uuhdlrrnmn i - h“i mfm_n:'st 100%

Palayanan Pertrinan Berusaha Teriniegras secara |5 0a 1 pamOndn  yang ha
| lenntagrias: lingsal kabiipaten wajo
‘Elaktronk

Mo Sub Megtatan Anggaran

Fengolahan, Peryajan dan Pa maniaaian Dala dan
Informasi Perizinan dan Non Perginan harbasis

Rp 50000 000
exslem Peleyanan Perzinen Berusahs lerimegras:
secard Elekironi

Rp 50,000 000

Sengkang, 1 Fabruan 2021

KABID PENYELENGGARAAN PELAY ANAN

KAS] PELAYANAN PERIZINAN USAHA
PERIZINAN
. T
WAHDANIYAR, S8
Panghkat. Penata IIlc Pangkal. Penata TK |

MIP. 18741111 200902 ? 001 NIP. 19750119 200801 2 012



PERJANJIAN KINERJA POKOK TAHUN 2021
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN (ESELON IV)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU ( DPMPTSP )

Sub Kegiatan

Penyedisan Layanan Konsuftas: dan Pengelofaan
Pengadusn Masyaraskal lerhadap Palsyvanan Temadu
Penzinan dan Mon Parminan

KABID PENYELENGGARAAN PELAY AMAN
PERIZINAN

‘! A
Pangkat. Penata llic
NIP, 18741111 200802 2 001

Anggaran
Rp 20000 000
Fp 20.000.000

Sengkang, 1 Fabruarn 2021

HASI PENGADUAN, PENYULUHAN
LAYANAN PERLEINAM

&

adi

Panghat. TE
NIP. 18750202 200701 1 018



.

FERJANIIAN KINER A
KEPALA SEKS

Sashran Kegiatan Targer |

i

Tenedanys penyrdiaan eelrvanan periziaae dan ..
nun penrngm berbazs sistim pelayanan perizinan el p2layanan o perizinan ¥ang 1200 17in
D rysaha terinlegrasi secars elektrorik dhproses

Senghkang, il

Keaala Bidang

Kepala Seksi
Panyele nggaraan #elayanan Perlzina W,

Febiyanan Farlzinan Mo

,

WAHDAMYAH, 5E ANTDI BHET
NP 19741111 200902 1 00 NP /13720307 100902 2002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KABID PENGENDALIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMAS| PM
(ADMINISTRATOR) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

—SATU PINTU KABUPATEN WAJIQ

Miwial 7
Perizinan 1005
2 Maningiatnya Pangeiolaan Dats dan Skem nformas Jumlah dobuinesn dats bnss
Penanaman Podal informnsl periginan dan non 1009,

!:IEII'-I.I:I:.I'I..II. yang terntegras tnghal

Mo Kagiatan Anggaran
1 Pengendalisn Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadl R I7L5T3.000
kmwanangan Dacrah Kabupaten Kot
2  Pengelolnan Data dan inforerssd Perizinan dan (-7 5000000
Jumlah R #57.573.000

SENCEANG, laruari 2001

TEPALA PAFTER KAB. WA Kepala Bldang Pengendalian dan Pengembangan
Sketier [Ffaimasi Penanaman Modal
Dhrs, PMANUSER, 5.80%. M. 5 [RIANTY, 5.TF., M.
Panglat Utama Muda Panglkai : Pambina, IV/a
MIP, 128 199002 1 001 MIF. 19790703 199711 2 002




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Pangkat : Pembina, TV/a Pangkat : Penata Tingkat.1. IT1/D
NIP. 19790703 199711 2 002 NIP :196412311991031 116



————

— PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

daerah, Jumnialh Penirshasn yang di pankau 55 Parusahasn

: Wiegiatan Anggaran
ﬁmemmmmm
K _.._I Bp 55600000
SUMLAH Fg 55600 000

Sergkanyg, Janueri }31

ergetatn

Mepals Asiong Permpencalisn dan Masi Pengendalkan Penana Medal

Femembangan Sxiem [nlormasi e
HLSUHE A, 5508

Fangiat : Pombina, IV /s Pangkat : Panata Tingkst.1, TIT/T

NIF, 15790703 199711 2 002 NIPF :i96A0614 194843 3 013



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

KEPALA SEKSI PENGELOLAAN CSR PADA BIDANG PENGENDALIAN DAN
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PM

Penpsahaan yas) dimi
1 Turdah Tanggung Lvwab Sostal PFensahaan [CHR) kewaiiban CSR 96 Parusahaan
L Hegistan Anggaran
I Kenasama Program CSR Rp  20.000000
SENEGHANG, Taeugs 2024
Kepala Brlang Pengendalan dan Pengembangan Satem
- T Modal Eepals Seksi Pengelolaan C5R
Q:DL
Pangkat | Pembina, TV/a Fangkat | Penata, I11/c

MIP. 19790703 199711 1 002 NIP. 19810212 200701 1 007




